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Nama Standar Operasional
Prosedur

Surat Keterarigan Tidak Pernah Dijatuhi
Hukuman Disiplin

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

j1F
2.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 603)

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Bupati Majalengka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Majalengka

. Kepala BKPSDM . '
Kepala Bidang Pengelolaan Gaji, Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai

Kepala Sub Bidang Pembinaan Pegawai dan Pengembangan Korps ASN

. Kepala SKPD/Unit Kerja
. Mengetahui peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang

hak dan kewajiban PNS




KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Surat Keluar 1. Komputer
2. SOP Arsip 2. Lembar disposisi dan validasi
- 3. Jaringan Internet
4. Kelengkapan Berkas Permohonan
5. Peraturan dan perundang-undangan PNS
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila proses Penjatuhan Hukuman Disiplin tidak sesuai SOP, maka penjatuhan Buku agenda Disimpan sebagai data elektronik dan manual
hukuman disiplin yang dilaksanakan tidak sah




URAIAN PROSEDUR SOP / FLOWCHART
SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN

No. Uraian Kegiatan Pelaksana
Sistem | Kaban|Sekban| Kabid | Subkoor | Pengelola | Persyaratan/Kelengkapan | Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13
Pengajuan 10
permohonan - Menit |Tersedianya

1 pembuatan Surat Melengkapi persyaratan persyaratan untuk
Keterangan tidak usulan pembuatan surat
dijatuhi hukuman keterangan
disiplin

Tidak 10 Diterima atau
4 Menit |dikembalikan ke
2 [Verifikasi usulan P e B Berkas pengajuan usulan pemohon jika
E berkas usul belum
! lengkap

Proses pembuatan i 15

3 Surat Ke te ra.ngan i Draf surat keterangan Menit [Draf surat
tidak dijatuhi ! keterangan
hukuman disiplin :

4 Proses persetujuan Surat Keterangan ;Asenit Dise tujui atau
usulan ditolaknya usulan

Ya

Penerimaan Surat 15
Keterangan tidak Menit |Diserahkannya

S dijatuhi hukuman Surat Keterangan Surat Keterangan
disiplin Ya
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